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Pemerintah Daerah memfasilitasi Warga masyarakat yang
tidak mampu menyewa angkutan jenazah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaiana
dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 26
Pemindahan Jenazah atau kerangka dari satu petak
tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat
dilakukan atas permintaan ahli waris dan/atau pihak
yang bertanggung jawab.
Pemindahan Jenazah atau kerangka dari satu petak
tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
umum.
Penggalian jenazahatau kerangka dapat dilakukan untuk
kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian
suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang
setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga
dan/atau ahli waris.
Pemindahan Jenazah atau kerangka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap
Jenazah atau kerangka yang telah dimakamkan paling
singkat 5 (lima) tahun, dan harus mendapatkan izin
tertulis dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa
setempat sesuai kewenangannya.

Bagian Kesepuluh
Waktu Pemakaman dan Pembongkaran Makam

Pasal 27
Waktu Pemakaman jenazah disesuaikan dengan situasi,
kondisi, dan norma di daerah setempat.
Dalam rangka ketertiban, maka waktu
untukpembongkaran makam dan/atau pemindahan
jenazah atau kerangka dilakukan antara pukul 06.00
WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, dikecualikan
untuk penyelesaian suatu perkara atas permintaan
pejabat yang berwenang.
Dalam hal waktu pembongkaran makam dan
pemindahan jenazah atau kerangka diluar jam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin
dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa setempat.
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BAB III
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 28

Usaha pelayanan Pemakaman meliputi:

SR oo T

(2)

(3)

(1)

(2)

pelayanan jasa pengurusan Jenazah;
angkutan Jenazah;

pembuatan peti Jenazah;

perawatan Jenazah,;

pelayanan rumah duka,;

pengabuan atau kremasi,

tempat penyimpanan abu Jenazah; dan/atau
kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan
Pemakaman.

Pasal 29
Usaha Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 dilakukan sesuai ketentuan.
Usaha Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dilakukan oleh masyarakat harus
memenuhi persyaratan perizinan.
Ketentuan mengenai persyaratan dan pengelolaan usaha
pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 30
Pemanfaatan bekas TPU dan TPBU dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait penataan ruang dengan mempertimbangkan
pemanfaatan untuk kepentingan sosial dan/atau
keagamaan.
Pemanfaatan bekas TPU dan TPBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan.
Bupati dapat melakukan penutupan TPBU apabila
Pengelola TPBU tidak melaksanakan  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan  penutupan dan pemindahan  lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Bupati.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31
(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemakaman.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengelola TPU, TPBU, TPK dan Krematorium;
b. pengelolausaha pelayanan Pemakaman.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan atas :
a. kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6;
b. pemanfaatan lahan dan pengelolaan TPU, TPBU, TPK
dan Krematorium;
c. retribusi bagi TPU; dan
d. pelaporan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
APRESIASI

Pasal 32
Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada
pengelola TPU dalam bentuk penghargaan dan /atau insentif
sesuai ketentuan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 33

Setiap Pemegang izin pengelolaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 dan izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 dilarang:

a. memindahtangankan izin kepada pihak lain;

b. mengadakan perubahan luas tanah /lahan Makam tanpa
izin dari Bupati;

c. memakamkan Jenazah diatas tanah/lahan yang
belummenmiliki izin dari Bupati,

d. mengubah rencana tapak lahan Pemakaman tanpa
izindari Bupati; dan

e. menambah jenis layanan tanpa izin dari Bupati.
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Pasal 34

Penyelenggaraan pemakaman di TPU dan TPBU yang berada
di tanah negara dilarang:

a.

b.

(1)

mendirikan bangunan makam di atas petak tanah
makam;

mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan
benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam
sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan
yang lainnya,;

menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
menanam pohon di petak makam kecuali tanaman hias
yang letak dan jenisnya ditentukan oleh pengelola
makam; dan

memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar
fungsinya.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 35
Setiap Orang yang memakamkan Jenazah dengan
memanfaatkan lahan lebih luas dari pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e
dikenai Sanksi berupa pembongkaran bangunan yang
melebihi ketentuan dan denda sebesar Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) per m2.
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi
paling sedikit peringatan tertulis/teguran tertulis sampai
dengan pencabutan izin operasional perumahan.
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi paling
sedikit peringatan tertulis/teguran tertulis sampai
dengan pencabutan izin TPBU.
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi
penghentian sementara sampai tindakan paksa dengan
pembongkaran.
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi
peringatan lisan/teguran lisan sampai dengan tindakan
paksa larangan pelaksanaan pemakaman, dan denda
terhadap petugas tersebut sesuai ketentuan yang
berlaku.
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi peringatan
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lisan/teguran lisan sampai dengan tindakan paksasesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi
peringatan lisan/teguran lisan sampai tindakan paksa
dengan pengembalian kekeadaan semula.

(8) Dalam hal jangka waktu izin TPBU yang berada di tanah
negara telah terlampaui maka:

a. Bupati melakukan penutupan Pemakaman; dan
b. Pengelola/ahli waris wajib memindahkan Jenazah.
(9) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan lisan/teguran lisan;
b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
c. tindakan paksa, berupa:
1) pembatasan kegiatan usaha;
2) penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha;
3) pembekuan kegiatan usaha; dan
4) bentuk tindakan paksa lainnya.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) TPU, TPBU, TPK, Krematorium, dan Tempat
Penyimpanan Abu Mayat yang tidak sesuai lagi dengan
Rencana Tata Ruang harus ditutup dan secara bertahap
dilakukan pemindahannya kelokasi lain sesuai Rencana
Tata Ruang dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) TPU pada Desa/Kelurahan yang selama ini dikelola
secara swadaya oleh masyarakat, selanjutnya dikelola
oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai
kewenangannya.

(3) Izin Pengelolaan yang telah dimiliki sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan
masa berlaku Izin Pengelolaan yangbersangkutan
berakhir.

(4) Bagi TPBU yang belum memiliki Izin Pengelolaan tetap
diakui keberadaannya dan wajib melengkapi
perizinannya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.
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Pasal 37
Pemakaman  keluarga yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka ahli
waris wajib mengajukan Dispensasi TPBU paling lambat 2
(dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan diLamongan
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR

83-4/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

S

M. Ro’is
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

[. UMUM

Pengaturan terkait pemakaman di Pemerintah Kabupaten Lamongan
selama ini belum ada payung hukum yang mengaturnya. Sehingga
penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Lamongan masih bersifat parsial
di masing-masing daerah. Namun seiring perkembangan waktu, semakin
banyak lahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan perumahan
sebagai dampak dari bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten
Lamongan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut tentu juga berdampak
terhadap penggunaan lahan untuk pemakaman. Terlebih lagi besarnya
kebutuhan masyarakat akan lahan pemakaman yang kemudian
menimbulkan dinamika di masyarakat. Dinamika tersebut antara lain,
gesekan antar warga asli dengan warga perumahan yang membutuhkan
pemakaman. Kemudian juga banyaknya lahan pemakaman bukan umum
milik keluarga yang tidak berizin karena adanya pembatasan penambahan
TPBU di Kabupaten Lamongan, yang juga diikuti dengan pengaturan sanksi
admnistratif yang tidak jelas. Kemudian penataan yang tidak tepat dari
lahan pemakaman dengan pembuatan kijing yang berlebihan mempersempit
luasan lahan yang tidak berbanding lurus dengan besarnya kebutuhan akan
lahan pemakaman. Juga bagaimana dengan TPU yang dikelola oleh
Pemerintah Desa, apakah mengikuti ketentuan pada Perda ini atau perlu
didelegasikan dalam Peraturan Desa, karena hampir sebagian besar desa
tidak mempunyai Peraturan Desa yang mengatur terkait pemakaman,
padahal sebagian besar masalah pemakaman justru berasal dari TPU yang
dikelola oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan pertimbangan yang melatarbelakangi diatas, maka perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang
akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemakaman di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Ayat (1)
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukupjelas.
Huruf f
Cukupjelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah
pejabat yang mengelola tempat Pemakaman yang
bersangkutan.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan yang dimaksud termasuk pemasangan kijing atau
penutup makam yang melebihi batas dari ketentuan.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penduduk yang belum memiliki identitas yang dimaksudkan
adalah bayi dan jenazah terlantar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lokasi pemakaman keluarga harus memperhatikan
ketertiban dan ketentraman masyarakat dan lingkungan
sekitar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34



Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
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